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I. UMUM

Misi utama Pendidikan Tinggi adalah bertujuan mencari, menemukan,
mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi
tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai
penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan,
dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan
ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan,
penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan
berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Oleh karena
itu, secara kodrati Perguruan Tinggi memiliki otonomi atau
kemandirian, baik secara akademik dan non akademik.

Jika otonomi Perguruan Tinggi merupakan kodrat perguruan tinggi,
maka Negara bertanggungjawab melindungi dan menjamin kodrat
tersebut melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan,
antara lain adalah Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.

www.djpp.kemenkumham.go.id



No. 5438 2

Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Badan Hukum merupakan amanat dari Pasal 89
ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai bentuk dan
mekanisme Pendanaan pada PTN Badan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
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Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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